
BUPATISERUYAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR 3o TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERUY AN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 yang 
memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas 
Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan 
Pendanaan untuk Tahun 2020 yang disusun dengan 
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan 
Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6091); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pertgendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 
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19. Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

20. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2020 (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 611); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 
Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1); 

23. Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 12); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 77). 

MEMUTUSKAN': 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAIIU1' 
2020 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraa,n urusan 
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala 
penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan unsur pemerintahan 
kewenangan daerah otonom; 

Daerah sebagai 
yang memimpin 

yang menjadi 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati; 

5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan; 

7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan; 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Seruyan; 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020; 

10.RKPD Provinsi adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah; 

11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 
periode 1 (satu) tahun; 

12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

t 
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13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 

14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah; 

15. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang selanjutnya disingkat RAPBD; 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah; 

17.DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

BABII 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 
2020 adalah untuk memberikan arah pembangunan 
Kabupaten Seruyan dan sinergisitas program dan 
kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh 
pemerintah Kabupaten Seruyan sendiri, oleh Provinsi 
Kalimantan Tengah, oleh Pemerintah pusat maupun 
yang akan dilaksanakan bersama-sama masyarakat 
Kabupaten Seruyan. 

(2) Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Seruyan 
Tahun 2020 adalah: 
a. mensinkronkan agenda dan program prioritas 

pembangunan nasional yang tertuang di dalam RKP, 
RKPD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan RKPD 
Kabupaten Seruyan berdasarkan kebutuhan riil 
masyarakat Kebupaten Seruyan, sehingga pendanaan 
desentralisasi sinergis dengan pendanaan tugas 
pembantuan di Kabupaten Seruyan; 

b. menjadi dasar penyusunan RKPD dalam rangka 
penentuan kegiatan prioritas; 

c. menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta 
sebagai rujukan utama dalam penyusunan RAPBD 
Kabupaten Seruyan Tahun 2020; 
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d. merupakan media konsultasi publik bagi segenap 
stakeholders di Kabupaten Seruyan untuk 
menetapkan program dan kegiatan daerah, serta 
rekomendasi kebijakan guna mendukung 
implementasi program/ kegiatan tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen Rencana Kerja 
Pemerintah Kabupaten Seruyan yang menjadi dasar dalam 
penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 
Anggaran 2020, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam 
RAPBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020. 

BABW 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 4 

RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2020, merupakan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai pada 
tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020. 

Pasal 5 

RKPD Tahun 2020 berisi rencana program/ kegiatan 
pembangunan daerah pada Tahun 2020 sebagai bagian 
RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023. 

Pasal 6 

(1) Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten Seruyan 
Tahun 2020 disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 
DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 
DAERAH 

BAB VII : PENUTUP 

(2) Sistematika Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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BAB IV 
PERUBAIIAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH 

Pasal7 

( 1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. 

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, 
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program 
dan kegiatan prioritas daerah; 

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
tahun berjalan; dan/atau 

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan RKPD Kabupaten kepada Gubemur 
bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten tahun 
berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada 
Menteri Dalam Negeri. 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal9 

(1) Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan 
Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan 
Tahun Anggaran 2019 melalui DPA Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan. 

(2) Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak 
tertuang dalam RKPD Tahun 2020, dapat dimasukkan 
dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 sepanjang 
mendapat persetujuan dari pimpinan daerah dan akan 
dituangkan ke dalam Perubahan RKPD T~un 2020 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Seruyan. 

Diundangkan di Kuala Pembuang 
pad a tanggal l ) \} \A 2 0 19 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERUYAN, 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal ~,- jt)\1\; 2019 

BUPATISERUYAN, 

DERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR .. ~ .. 
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